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ERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 3}..TAHUN 20O9 

TENTANG 

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KA3UPATEN JEPARRA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATIL JEPARRA 

a bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 peraturan 
Menteni Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
edma Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah 
(daerah dapat memberkan tambahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja, prestasi kerja serta 
perimbangan obyektif lainnya 

b bahwa untuk meringkatkan kinerja dan motivasi kerja 
Pegawai Daetah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepara dengan memperhatikan perubahan Struktur 
Organisasi dan Tata Kerja ($0TK) pada emerintah 
Kabupaten Jepara berdasarkan Peraturan emerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perang#at 
Daerah pertu diberkan tambahan penghasitan; 

bahwwa untuk melaksa1ala ma.k.sud tersebut diatars hurut a 
dan b perlu ditetapkan denga Peraturan Bupati Jepara 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah 

2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-polo 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagairana tetah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 189, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 3890 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 20 
Noror 47lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 

4. Undang-undang Nomor Tahun 2004 tentang 
perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republi 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Inconesia Norr 4355), 
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5. Undang-undang Nomar 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2004 Nomnor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389) 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtk Indonesia Nomar 4437) sebagairana telah 
beberapa kali dibah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Repubtk Indonesia Nomor 4844) 

7. Undang-undang Narmor 33 Tahun 2004 tentarg 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintathan Daerah (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438 

8. Peraturan Pemenintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeni Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan 
Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 3178) 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 200 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Menteni Dalam Negeni Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah ibah dengan Peraturan Menteni Dalam 
Negeni Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteni Dalan Negeni Nom&r 13 Tan 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomar 8 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 
Sekretariat Dewan Perwakila Rakyat Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahu 2008 
Noor 8, Tambahan Lembatan Daerah Kabupaten Jepara 
Nomor 6); 

12.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kera Dinas Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Jepara 
Nome7); 

13.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Tekis Daerah 
Kabupaten Jepara tLembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2008 Nomer 10, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Norm0r8) 
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14.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1f Tghun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 
Praia Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Tahun 2008 Nmor 11, Tambahan Lermbaran 
Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9; 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan 
Periinan Terpadu Kabupaten Jepara (Lermbaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) 

16.Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan 
dan Kelurahan Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 200 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nmor 11), 

ME MUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN BAGI PEGA\WAI DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Kabupaten Jepara 

2 emerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah 

3. Pegawal adalah Pegawai Negeni Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeni Sipil 
(CPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah; 

4. Pejabat Struktural adala PNS yang memangku jabatan Eselon di lingkungan 
Pererintah Kabupaten Jepara; 

5. Non Struktural adalah PNS dan Caln PNS yang tidak memanglku jabatan 
struktural di lingkungan Pererintah Kabupaten Jepara; 

6 Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan berdasarkan beban kerja 

BAB IN 

TU.JUAN 

Pasal 2 

Tuiuan memberikan tambahan penghasian adalah untuk meningkatkan kinerja 
disip/in, dan semangat kerja Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jepara 
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BAB Ill 

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 3 

(1)lamnbahan penghasitan dibenan kepa(a Peiabat Stuktural dan Non Stuktural 
yang besarannya sesuai dengan Lampiran I, Lampiran ll, dan Larpiran Ill yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan ini. 

(2Bagi Pejabat Struktural, tambahan perghasilan diberikan mulai bulan berikutnya 
setelah pelantikan 

(3)Bagi Calon CPNS tambathan pengbasilar akan diberikan seesar 80% 

Pasal 4 

Tarnbahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalgm Paga 3 di.berikan tertitung 
mulai tanggat 1 Januani 2009 

BAB IV 
PENGHENT\AN TAMEAHAN PENGHASILAN 

Pasal 5 

Penghentian tambahan penghasilan dilakukan apabila 

1 Menjalani cute di luar tangggungan negara 

2 Menjalami cuti besat 

3. Menjalani cuti bersalin 

4 tMengikuti togas belajar yang bersifat akademik 

5. Menjalani bebas tugas (BT) 

6. Jumlah tidak nadir tanpa alasan yang sah mangkir kerja lebih dani 7 (tujuh) hart 
kerja dalam 1 (satu) butan 

7 Sedang mengajukan keberatan / banding terhadap putusan hukuran disip/in 
berat Apabila dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah maka akan 
dibayarkan kembali sesuai dengan jurlah sejak mulai dihentikan pembayaran 
tambahan penghasilan 

8 pNS Pererintah Daerah yang berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi 
Pemerintah Daerah 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Segala biaya yang timbu sebagai akiba pelaksanaan Peraturan ini dibebankan I 
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PII, SEXRETARIS DAERAH KABUPAT€N

/l

LEMB,qMN DAENAB KABUPAEN JEPAMTAHUN 'OO9 NOMOR /

Pasa 7 

Dengan ditetapkannya Peraturan iri maka Peraturan Bupati Jepara Nomar 7 Tahun 
2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi 

Pasal 8 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berta Daergh Kabupaten Jepara 

Ditetapkan di Jepata 
pada langgal 7 Rdr 44 

HENDRO MARTOJO 

Dundangkan di Jepaa 
pada tanggal 1 Pd rat 4y 

PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
JEPARA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2009 NOMOR T 



Lampiran1 pERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor 7 Tale ces 
Tanggal: 7 rot a] 

TAMBAHAN PENGHASILAN 
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

� 

No JABATAN 
TAMBAHAN KET PENGHASILAN 

� 

' 2 3 4 
� 

1, ESELON I AI Sekda Ro. 5.500.000,­ 

2 ESELONBAsisten / Sta Ahli Ro 1.600.000,­ 

3 ESELON IHI A Ro 650.000.­ 

4 ESELON IV A Ro 275.000.­ 

5 NON STRUKTURAL Ro 100.000,­ 

HENDRO MAR TOJO 

I 
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Lampiran It. PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor : 7 1an a 
Tanggal 7 Pva o 

TAMBANAN PENGHA SIL AN 
BAGI PEJABAT STRUKTURAL DAN NON STRUKTURAL 

DI LUAR SEKRETARIAT DAERAH 
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

No JABATAN TAMBAHAN KET PENGHASILAN 

f I 2 3 4 

f ESELON B Rp 650.000.­ 

2 ESELON III A RRp 500.000.­ 

3 ESELON II B Rp 275.000.­ 

4 ESELON IV A Rp. 200.000.­ 

5 ESELON IN B Ro. 162.500,­ 

6 ESELON VA p 150.000.­ 

7 NON STRUKTURAL Rp. 100.000,­ 

HENDRO MARTO.JO 
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Lampitan II] PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor 7 Tau AM, 
Tangga! 7 Rd«. o 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KER.JA 
BAGI PNS YANG BERTUGAS DI WIL AYAH KECAMATAN KARIMUNJAWA 

No URAIA N TAMBAHAN KET PENGHASILAN 

' 2 3 4 

f Eselon Ill A Ro 700.000,­ 

2 Eselon HI B Ro 475.000., 

3 Eselon IV A Ro 400.000­ 

• Eselon IV B Rp 362.500.­ . 
5 Eselon V A Rp 350.000, 

6 Dokter / Kepala Puskesmas Ro 1.200.000.­ 

7 Dokter Ro 1 100.000, 

8 Non Struktural Rp 300.000.­ 

• 

gUPAT EPA)) 

CA 
HENDO MARTOJO 


